
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a.

Mengingat :  1.

b.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAI.|MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

balrwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi

dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD'
Kabupaton Banyumas, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan
keuangan;

bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai irolitik,

bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

undang-undang Nomor 13 tahun 1g50 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Tenqrh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 24, Berita
Negara Republik Indonesia tanggal I Agustus Tahun 19S0);

undang-undang Nomor 31 Tahun z0oz tentang partai politik (
Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun Z0O2 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4251).,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubtik

lndonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4277\:
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4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwal<ilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurt 2003 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undarg Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik

lndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125,

Tambahan Lernbaran Republik Indonesia Nomor 44A7), sebagaimana

telah diubal. dengan Undang-undang Nomor B Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 1OB,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 rahun 200s tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik, (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 [lomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4513) .

B. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelc,laan

Keuangan Dae''ah (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 200s

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor

4578).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1i rahun 2oo2
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 Seri E),

sebagaimana telah diubah dengarr Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lenrbaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2003 Nemor 41 Seri E).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKTLAN R,AKYAT DAERAH I{ABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI B,I\NYUMAS

MEMUTUSKAN :

MenetapKAn : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTL;AN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK

.  BABI

KETENTUA,N UMUM

asal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud ciengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selaniutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

5. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah kepada Partai Politik yang mendapakan kursidi DPRD.

6. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara
Republik Indokesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan kepentingan anggota, rrrasyarakat, bangsa, dan negara melalui

-  Pemil ihan Umum.

7. Dewan Pimpinan Daerah atarr sebutan lain yang sah yang selanjutnya disebut DPD
adatah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten Banyumas.

BAB II

PEMBERIAN BAN'TUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatar, dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik

Pemerintah Daerah rnemberikan Elantuan Keuangan kepada partai politik.

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan l<epada partai potitik

yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.



(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun

anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp

20.800.00A,00 (dua puluh Juta delapan ratus ribu rupiah) per kursi.

(2)Jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
jumlah perolehan kursi oleh Partai politik peserta Pemilu Tahun 2004.

Pasal 4

Anggaran Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagainiana dirnaksud dalam Pasal 3

disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB IV

TATACARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

(1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Ketua DpD kepada
Bupati.

(2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pac.la ayat (1) ditandatangani oleh
Ketua DPD dan Sekretaris DPD.

(3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan dokumccn pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.

BAB V

PENYERAH.A,N DAN LAPORAN PENGGUN.AAN BANTUAI.I KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang

ditunjuk kepada Ketua dan Bendal'rara Parpol DPD atau sebutan lain dengan Berita Acara

sei'ah terima.



Pasal 7

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal'hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah iri sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 17 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 10 Seri D), dicabut dan ctinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupater, Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tangsal ?'O 1pR lnnn

BANYUMAS,

Diundangkan di Purwokerto
Pada ral ggai .....i1.. g.. r{p, R..AftES

SET\RLiTAR IS T)A F,RA I] T(A {JUPATEN


